BAB IV
ANALISA TERHADAP PERKARA NOMOR 566/Pdt.P/2010/PA.Sby
TENTANG ISBAT NIKAH BAGI ORANG TUA YANG TELAH

MENINGGAL DUNIA

A. Dasar Pertimbangan Hakim tentang /sbar Nikah Orang Tua yang Sudah
Meninggal Dunia

Pcrkawinan mcrupakan hal yang sangat sakral yang mcngikat antara laki-
laki dan perempuan dalam suatu akan untuk membentuk keluarga yang sakinah,
mawaddah, wa rahamah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974,

Akad perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara pihak-pihak
yang melakukannya, dalam hal ini adalah suami isteri schingga harus disaksikan
olch minimal 2 orang saksi agar mempunyai kepastian hukum dan untuk
menghindari  timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang  berakad
dibclakangnya.! Akan tetapi dengan berjalannya waktu terkadang pasangan
suami isteri yang melangsungkan perkawinan tidak sclamanya tinggal di tempat
kediaman atau daerah mereka schingga saksi-saksi yang terdiri dari orang tadi

tidak bisa dijadikan sebagai bukti otentik telah terjadi perkawinan antara
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pasangan suami isteri tersebut. Untuk itu, perkawinan perlu dicatatkan ke
Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga dijelaskan bahwa
perkawinan yaitu akan yang kuat atau mitsagan gholidza untuk menaati perintah
Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
dijelaskan bahwa setiap perkawinan hendaknya di catatkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal 2 ayat (2) tersebut Perkawinan
supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada
lembaga pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan tersebut adalah persyaratan
formil yang harus dilakukan oleh pasangan suami isteri yang akan menikah agar
akad pcrkawinan yang dilaksankan olch kcduanya mecmpunyai kckuatan hukum.
Perkawinan yang sudah terjadi antara.suami isteri yang belum dicatatkan dapat
dicatatkan dengan cara ssbar nikah.

Isbat nikah merupakan sebuah cara untuk menctapkan sahnya suatu
pernikahan yang sudah terjadi tapi belum dicatatkan, sebagaimana ketentuan-
kctentuan hukum yang berlaku di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Beragam alasan yang diajukan dalam /sbar nikah, karena undang-undang
tidak mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk memperoleh
isbat nikah. Di sinilah hakim dituntut untuk dapat menilai perkara-perkara yang

diajukan. Selain mempertimbangkan alasan-alasan /sbat nikah dari pihak
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berperkara, hakim juga harus menilai bagaimana sikap, dan tindakan dari pihak
yang berperkara, karena semua itu sangat berpengaruh pada hasil suatu
penetapan maupun putusan.

Sebagaimana dalam perkara yang diajukan di pengadilan agama
Surabaya nomor: 566/Pdt.P/2010/PA.Sby. dalam kasus tersebut pihak-pihak
yang berkara adalah anak-anak dari orang tua yang sudah meninggal dunia akan
tetapi perkawinan yang terjadi antara kedua orang tua mereka belum dicatatkan
di petugas pencatat nikah atau KUA setempat karena perkawinan antara
keduanya tcrjadi sebelum adanya Undang-undang No. | tahun 1974 schingga
perkawinan kedua orang tua mereka dianggap tidak mempunyai kekuatan
hukum. Dengan tidak adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan yang terjadi
antara orang tua mcrcka terscbut mcnycbabkan sulitnya anak-anaknya dalam
mengurus keperluan-keperluan seperti waris-mewarisi, akte kelahiran, dan lain-
lain.

Oleh karena itu, para pihak yang berpcrkara yang merupakan anak-anak
dari orang tua yang sudah meninggal tersebut mengajukan isbat nikah ke
Pcngadilan Agama Surabaya agar mcndapat putusan bahwa tclah terjadi
pcrkawinan antara kedua orang tuanya.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ketua Pengadilan
Agama Surabaya menunjuk majclis hakim dengan Drs. Munadi scbagai Hakim

ketua, Drs. M. Yamin Daulay, SH, dan Drs. Sulaiman MH, masing-masing
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sebagai hakim anggota, dan Siti Suriya, SH, sebagai panitera pengganti. Majelis
hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pemohonan isbar nikah yang
diajukan oleh para pemohon membecrikan putusan berupa mengabulkan
permohonan para pemohon.

Dasar pertimbangan hukum yang dipakai majelis hakim dalam
menctapkan dan memutuskan perkara terscbut adalah pasal 7 ayat (3) huruf a
yang menjclaskan bahwa ssbar nikah dapat diajukan ke pengadilan agama
terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a). adanya perkawinan dalam
rangka penyclcsaian perceraian. Dan dengan berdasarkan asas umum keadilan
maka dengan itu majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon patut untuk

dikabulkan.

. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan
Perkara Nomor 566/Pdt.P/2010/PA.Sby

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan
bagi umat islam yang mencari keadilan dalam masalah perkawinan, waris,
ckonomi syari’ah, wakaf, hibah, dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah
perkara isbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon dalam berkas perkara
Nmor 566/Pdt.P/2010/PA.Sby tentang [/sbat Nikah kerana Orang Tua Sudah

Meningga Dunia.
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Dari penelitian dan pemangamatan yang dilakukan oleh penulis,baik dari
segi studi dokumen maupun inferview atau wawancara dengan majelis hakim
yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut, maka dapat ditarik sebuah
benang merah tentang dasar hukum vang digunakan oleh hakim dalam menangani
perkara isbat nikah pada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara
tersebut.

Dalam dunia Hukum Peradilan, termasuk juga Peradilan Agama (PA),
secara garis besar terdapat dua klasifikasi sumber hukum yang digunakan sebagai
rujukan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumber hukum
materil dan sumer hukum formil (hukum acara).

Adapun sumber hukum Materil Peradilan Agama adalah hukum Islam
yang kemudian sering didefinisikan sebagai figh yang sudah barang tentu rentang
terhadap perbedaan pendapat. Hukum materil Peradilan Agama pada masa lalu
bukan merupakan hukum tertulis (hukum positif) melainkan masih tersebar dalam
berbagai kitab figh karya ulama, karena tiap ulama fugoha penulis kitab-kitab figh
tersebut berlatar belakang sosiokultural yang berbeda sehingga sering
menimbulkan perbedaan ketentuan hukum tentang masalah yang sama, guna
mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum maka hukum
materil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-
undangan. Adapun hukum materil yang digunakan didalam Peradilan Agama

adalah :
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1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan;

2. UU No. 23 Tahun 1954;

3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. UU No. 7 Tahun 1989 jo UJTJ No, 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
5. PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pengadilan di luar jawa dan Madura.;

6. PP No. 9 Tahun 1975;

7. PP No. 28 Tahun 1977,

8. Inpres No. |1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber hukum formil yang berlaku di Peradilan Agama adalah sama
dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-hal yang telah
diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama.112 Adapun sumber hukum acara yang berlaku di
lingkungan Peradilan Umum diberlakukan pula untuk lingkungan peradilan
Agama, adapun hukm formil yang dipakai adalah :

1. Reglement of de Burgerlijk Rechtsvordering (B.Rv)
2. Bugerlijke Wetbook voon Indonesie (B.W);,

3. [Inlandsh Reglement (1.R);

4. Rechisregement voor de Buitengewesten (R.Bg);

5. Wetboek van Koophandel (WvK):

6. Peraturan Perundang-undangan;

7. Yurisprudensi;

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI;
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9. Ilmu Pengetahuan.

Dalam putusan nomor 566/Pdt.P/2010/PA.Sby majelis hakim telah
memberikan putusan yang berdasarkan pada hukum formil yang ada, yaitu
Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf a yang menerangkan bahwa isbat
nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama mengenai hal-hal yang
berkenaan dengan a). adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perccraian.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara
isbat nikah di atas menurut hemat penulis kurang tepat. Kurang tepatnya dalam
dasar hukum yang dipakai tcrscbut adalah tcrkait dengan penggunaan huruf “a”
dalam pasal 7 ayat (a). Pengambilan dasar hukum pasal 7 ayat (3) huruf a
tersebut dengan berdasarkan asas umum keadilan.

Menurut penulis, penggunaan huruf “a” dalam pasal 7 ayat (3) adalah
untuk pengajuan isbat nikah yang dipergunakan untuk menyelesaikan perkara
cerai, sedangkan dalam perkara ini alasan permohonan 7sbat nikah bukanlah
karcna untuk penyclcsaian pcrkara ccrai akan tctapi karcna pcrnikahan yang
terjadi antara kedua orang tua para pemohon terjadi sebelum berlakunya
Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu pada tahun 1946 sehingga kurang tcpat
jika dasar terscbut yang digunakan.

Selanjutnya, penulis berpendapat bahwa pasal yang lebih tepat yang
dipergunakan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara isbat nikah

tersebut adalah pasal 7 ayat (3) huruf d, yaitu :” isbat nikah yang dapat diajukan
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ke Pengadilan Agama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan d). adanya
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya (Undang-undang No. I Tahun
1974).

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemui adanya
pasal yang mengatur tentang isbat nikah orang sudah meninggal dunia, tetapi
dalam kasus seperti ini hakim bisa menggunkan pasal lain scbagai dasar dalam
mengambil keputusan, yaitu pasal 7 ayat (3) huruf d. Hal ini sesuai dengan

kaidah ushul figh, yaitu:’

V2l

Kemudharatan harus dihilangkan

Kemudharatan yang terjadi jika majelis hakim berpedoman pada tidak
adanya pasal yang mengatur tentang istbat nikah orang yang sudah meninggal
dunia maka akan terjadi lebih besar karena para pemohon mungkin tidak akan
bisa mengurus tanpa adanya aktc nikah dari orang tua mereka schingga dalam
perkara ini majelis hakim mengambil aturan lain yaitu pasal 7 ayat (3) huruf d
yang mangatur bahwa diantara alasan 7ssbat nikah yang bisa diajukan ke
pengadilan agama adalah karcna pernikahan yang dilakukan sebelum adanya

undang-undang nomor | tahun 1974.

? Mifathul Arifin dan H. A. Faishal Haq, Ushul Figh, kaidah-kaidah penetapan hukum islam,
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